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ABSTRAK 

 

Penelitian Tesis ini berjudul Penyelesaian Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu 

dan Implikasinya Terhadap Pengambilan Kebijakan oleh KPU. Berdasarkan judul 

tersebut akan memunculkan dua permasalahan yaitu: Bagaimana jenis-jenis 

pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, dan Bagaimana kewenangan Bawaslu dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi putusan Bawaslu dalam pelanggaran pemilu.  

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian 

kualitatif, dengan Metode Pendekatan undang-undang (statute approach) dan 

konseptual (conceptual approach). 

Berdasarkan metode penelitian sebagaimana disebutkan terdahulu maka 

dapat dihasilkan pembahasan sebagai berikut: pertama, Pelanggaran pemilu 

terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: a. Pelanggaran kode etik; b. Pelanggaran 

administratif; c. Tindak pidana terkait pemilu. Pelanggaran pemilu terjadi karena 

adanya pengawasan ketat Bawaslu, yang dapat berupa temuan atau laporan. 

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) akan menangani setiap 

pelanggaran kode etik, yang meliputi pelanggaran terkait komitmen dan janji 

penyelenggara pemilu sebelum melaksanakan tugasnya. Pelanggaran administratif 

adalah pelanggaran terhadap prosedur, protokol, atau mekanisme yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemilu, yang ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran 

tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang 

semuanya tergabung dalam forum/lembaga penegakan hukum terpadu 

(Gakkumdu). Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara tindak pidana 

pemilu, dan putusannya dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Putusan 

Mahkamah Agung bersifat final dan dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada ruang 

untuk upaya hukum lebih lanjut. Kedua, Bawaslu berwenang mengadili 

pelanggaran pemilu: a. Apabila terjadi pelanggaran administratif, Bawaslu 

mengambil keputusan yang meliputi perbaikan administratif terhadap prosedur, 

mekanisme, dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini 

dapat berupa pemberian teguran tertulis atau pembatasan tertentu selama proses 

pemilu, sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Pemilu. b. Pengawas pemilu 

melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua strategi utama, yaitu 

pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan mengambil langkah-

langkah proaktif dan melakukan upaya optimal untuk menghindari potensi 

pelanggaran dan mendeteksi tanda-tanda awal pelanggaran. Penindakan dilakukan 

dengan mengkaji temuan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu dan masyarakat, 

melakukan kajian, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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ABSTRACT 
 

This thesis research is entitled Resolution of Election Violations by Bawaslu 

and Its Implications for Policy Making by KPU. Based on the title, two problems 

will arise, namely: What are the types of election violations based on Law No. 7 

of 2017 concerning General Elections, and What is the authority of Bawaslu and 

the factors that influence Bawaslu's decisions in election violations.  

The research method used is a qualitative research method, with the statute 

approach and conceptual approach methods. 

Based on the research method as mentioned earlier, the following discussion 

can be produced: first, Election violations are divided into three types, namely: a. 

Violation of the code of ethics; b. Administrative violations; c. Election-related 

crimes. Election violations occur due to strict supervision by Bawaslu, which can 

be in the form of findings or reports. DKPP (Election Organizer Honorary 

Council) will handle every violation of the code of ethics, which includes 

violations related to the commitments and promises of election organizers before 

carrying out their duties. Administrative violations are violations of procedures, 

protocols, or mechanisms related to the implementation of elections, which are 

handled by Bawaslu. Election criminal violations are handled by Bawaslu, the 

Police, and the Prosecutor's Office, all of which are part of the integrated law 

enforcement forum/institution (Gakkumdu). The district court has the authority to 

try election criminal cases, and its decisions can be appealed to the high court. 

The Supreme Court's decision is final and enforceable, so there is no room for 

further legal action. Second, Bawaslu has the authority to try election violations: 

a. If an administrative violation occurs, Bawaslu makes a decision that includes 

administrative improvements to procedures, mechanisms, and processes in 

accordance with laws and regulations. This can be in the form of a written 

warning or certain restrictions during the election process, as permitted by the 

Election Law. b. Election supervisors carry out supervision using two main 

strategies, namely prevention and enforcement. Prevention is carried out by 

taking proactive steps and making optimal efforts to avoid potential violations 

and detect early signs of violations. Enforcement is carried out by reviewing 

findings reported by election supervisors and the public, conducting studies, and 

providing recommendations to relevant agencies in accordance with laws and 

regulations. 
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